
 

 

 

 

 

PROPINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 40 TAHUN 

 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PANDEGLANG, 

Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor … Tahun 2023 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

S A L I N A N 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447) 

 

 

 



 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 450); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 14); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor … Tahun 

2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 
Nomor … ); 

18. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Pandeglang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 27); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022. 

 

 

 



Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: 

a. realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.519.170.771.006,76 
terdiri atas: 

1. pendapatan asli daerah Rp232.434.104.142,76 

2. pendapatan transfer Rp2.212.440.504.010,00 

3. lain-lain pendapatan yang sah Rp74.296.162.854,0000 

 Jumlah Pendapatan    Rp2.519.170.771.006,76 

b. realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.489.161.384.725,00 
terdiri atas: 

1. Belanja operasi  

a. belanja pegawai  Rp1.157.114.750.166,00 

b. belanja barang dan jasa Rp479.179.776.936,00 

c. belanja bunga rp0,00 

d. belanja subsidi Rp546.000.000,00 

e. belanja hibah Rp48.214.971.969,00 

f. belanja bantuan sosial Rp20.291.746.950,00 

Jumlah belanja operasi Rp1.705.347.246.021,00 

2. Belanja modal 

a. belanja modal tanah Rp273.055.100,00 

b. belanja modal peralatan dan mesin Rp38.588.919.584,00 

c. belanja modal gedung dan bangunan Rp54.359.822.763,00 

d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp230.852.892.171,00 

e. belanja modal aset tetap lainnya Rp9.350.368.795,00 

f. belanja modal aset lainnya Rp20.489.895.495,00 

Jumlah belanja modal Rp353.914.953.908,00 

3. Belanja tidak terduga 

a. belanja tidak terduga Rp6.487.849.446,00 

Jumlah belanja tidak terduga Rp6.487.849.446,00 

4. Belanja transfer 

a. belanja bagi hasil Rp10.159.713.015,00 

b. belanja bantuan keuangan Rp413.251.622.335,00 

Jumlah belanja transfer Rp423.411.335.350,00 

c. surplus/(defisit)  Rp30.009.386.281,76 

d. realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar                            
Rp67.671.456.298,74 terdiri atas: 

1. penerimaan  Rp67.671.456.298,74 

2. pengeluaran   Rp0,00000000000000 

Jumlah pembiayaan netto (a-b)     Rp67.671.456.298,74 

 



e. sisa lebih perhitungan anggaran (silpa)   

Tahun berkenaan  Rp97.680.842.580,50 

Pasal  2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 
penjabaran realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

(2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal 30 Agustus 2023         

BUPATI PANDEGLANG, 

 

                                                                                   CAP / TTD 

 

          IRNA NARULITA 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal 30 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

                               CAP / TTD 

 

ALI FAHMI SUMANTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 40 

 

    Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

 

 

 

AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM 

Nip. 19680702 199503 1 002 


